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ABSTRACT

Education is often seen not merely as a transfer of knowledge but as a transformative
instrument that can shape the future of individuals, including children in conflict with the
law. In this sense, the right to education becomes a vital bridge to rebuild self-confidence,
moral values, and social readiness. This study aims to evaluate the effectiveness of the
formal education program at the Special Development Institution for Children (LPKA)
Class 1I Bandung in improving the personality quality of juvenile inmates. The research
employed a qualitative method with a case study design and applied the CIPP evaluation
model (Context, Input, Process, Product). Data were collected through observation, in-
depth interviews, literature review, and documentation. The findings reveal that the formal
education program at LPKA has a strong legal and institutional foundation but still faces
challenges in administration, learning facilities, teaching staff, limited time, and mixed-
level classes. The implications highlight the necessity of strengthening managerial
supervision, implementing differentiated learning, and integrating digital approaches so
that formal education becomes more responsive to the needs of juvenile inmates and
supports optimal social reintegration.
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ABSTRAK

Pendidikan seringkali dipandang bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga
instrumen transformatif yang mampu membentuk arah hidup seseorang, termasuk anak
yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, hak memperoleh pendidikan
menjadi jembatan penting untuk membangun kembali kepercayaan diri, nilai moral, dan
kesiapan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program
pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dalam
meningkatkan kualitas kepribadian anak binaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan desain studi kasus dan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).
Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan formal di LPKA telah memiliki
dasar hukum dan kelembagaan yang kuat, tetapi masih terkendala administrasi, fasilitas,
tenaga pengajar, keterbatasan waktu, serta penggabungan jenjang pendidikan. Implikasi
dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan supervisi manajerial, penerapan
pembelajaran diferensiatif, serta integrasi teknologi digital agar program pendidikan lebih
adaptif terhadap kebutuhan anak binaan dan mendukung reintegrasi sosial secara optimal.
Kata Kunci: Evaluasi, Model CIPP, Pendidikan Formal
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PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan modern dibangun atas dasar paradigma keadilan
yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar
pembalasan. Namun, sebagian masyarakat masih berpegang pada pola pikir
retributif yang menekankan hukuman sebagai balas dendam, sehingga muncul
stigma yang menghambat proses reintegrasi mantan narapidana ke dalam
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif
pemidanaan dengan realitas sosial yang dihadapi warga binaan. Studi global
menegaskan bahwa orientasi pemidanaan berbasis rehabilitasi dapat mengurangi
tingkat residivisme dan mendorong partisipasi sosial yang lebih positif (UNODC,
2023). Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif harus ditempatkan sebagai
prioritas dalam sistem pemasyarakatan, termasuk bagi anak yang berhadapan
dengan hukum.

Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum memiliki posisi strategis
sebagai generasi penerus bangsa. Mereka memerlukan perlakuan hukum yang
berbeda, dengan menekankan aspek perlindungan, pendidikan, dan
pengembangan kepribadian. Prinsip ini sejalan dengan keadilan restoratif yang
diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti United Nations Standard
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) yang
menegaskan pentingnya pendidikan sebagai instrumen rehabilitasi anak.
Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan
dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan sosial, serta meminimalisasi
potensi perilaku menyimpang di masa depan (UNICEF, 2022; OECD, 2023).

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak yang berhadapan
dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan hak anak untuk memperoleh
pendidikan. Negara, keluarga, dan masyarakat berkewajiban menjamin
terpenuhinya hak tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan. Dalam
praktiknya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi institusi penting
yang menyelenggarakan pendidikan formal sekaligus membina kepribadian anak.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan
fasilitas, tenaga pengajar, dan stigma sosial yang memperlambat efektivitas proses
pembinaan (Chandrawati & Permatasari, 2024; Sulistijaningsih et al., 2024).

LPKA Kelas II Bandung merupakan salah satu lembaga yang secara khusus
menyelenggarakan pendidikan formal melalui Sekolah Taruna Wiyata Mandiri.
Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan sekaligus
strategi rehabilitasi kepribadian anak binaan. Meskipun demikian, capaian
partisipasi pendidikan masih terbatas, di mana sekitar 25% anak binaan tidak
mengikuti pendidikan formal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan
antara tujuan normatif pemenuhan hak pendidikan dengan realisasi di lapangan
(Sofyan & Gunardi, 2020). Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa
pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak menjadi indikator utama dalam
keberhasilan reintegrasi sosial (Council of Europe, 2021).

Selain peran regulasi dan institusi, faktor lingkungan dan pendekatan
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pedagogis turut menentukan keberhasilan pendidikan formal di LPKA. Studi
internasional menegaskan bahwa model pembelajaran diferensiatif dan integrasi
teknologi digital dapat meningkatkan motivasi belajar dan efektivitas
pembelajaran bagi anak yang memiliki latar belakang sosial serta tingkat
pendidikan berbeda (UNESCO, 2023). Hal ini relevan untuk konteks LPKA Kelas
II Bandung yang menghadapi tantangan penggabungan jenjang pendidikan dalam
satu kelas serta keterbatasan waktu tatap muka. Oleh sebab itu, pendekatan
inovatif berbasis blended learning dan supervisi manajerial yang adaptif sangat
diperlukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program
pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung dalam meningkatkan kualitas
kepribadian anak binaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas
program berdasarkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product),
mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis
agar pendidikan formal di LPKA dapat lebih optimal dalam mendukung
pembentukan kepribadian dan keberhasilan reintegrasi sosial anak binaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus yang bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan program
pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung. Pendekatan ini dipilih karena
mampu menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang dialami anak
binaan dan pihak terkait secara naturalistik tanpa manipulasi variabel. Model
evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan sebagai kerangka
analisis untuk menilai efektivitas program, sementara data diperoleh melalui
observasi, wawancara mendalam dengan pejabat struktural, guru, dan anak
binaan, studi pustaka, serta dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi
sumber dan teknik, sedangkan analisis dilakukan secara induktif untuk menyusun
temuan yang sesuai dengan realitas empiris (Creswell, 2018; Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Program Pendidikan Formal Amnak Binaan Dalam Meningkatkan
Kualitas Kepribadian

Program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung melalui kerja sama
dengan SMA Nasional diselenggarakan sebagai respons terhadap mandat
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak
yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh
pendidikan, sekaligus sebagai bagian dari upaya pemasyarakatan untuk
meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian anak binaan. Latar belakang
pendirian SMA Nasional di LPKA ini didorong oleh kesadaran institusional
bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi meskipun anak
sedang menjalani masa pidana, serta sebagai sarana strategis untuk membangun
disiplin, tanggung jawab, integritas moral, dan keterampilan sosial anak binaan.
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Kebijakan penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA menekankan dua
prinsip utama, yaitu pemenuhan hak pendidikan sebagai hak anak dan
pendidikan sebagai bagian integral dari proses pembinaan karakter. Dalam
pelaksanaannya, LPKA menyesuaikan kalender akademik dan pola pembelajaran
dengan sekolah mitra sehingga kegiatan belajar mengajar menyerupai pendidikan
formal di luar LPKA, bukan sekadar program kejar paket, sehingga anak binaan
memperoleh pengalaman belajar yang setara dengan sekolah umum. Analisis
kebutuhan menunjukkan bahwa mayoritas anak binaan mengalami putus sekolah
akibat proses hukum, sehingga pendidikan formal melalui SMA Nasional menjadi
prioritas bagi mereka yang memenuhi kriteria, sementara anak yang tidak
memungkinkan mengikuti sekolah formal diberikan alternatif melalui program
Paket A, B, dan C.

Program ini tidak hanya bertujuan memberikan ijazah, tetapi juga menjadi
instrumen pembentukan nilai, disiplin, tanggung jawab sosial, dan pengembangan
potensi diri anak. Legalitas pendidikan formal dijamin melalui Perjanjian Kerja
Sama (PKS) resmi antara LPKA dan SMA Nasional, lembaga yang telah
terakreditasi dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sehingga
ijjazah yang diperoleh sah dan diakui secara nasional.

Keberadaan pendidikan formal ini juga mengandung nilai strategis dalam
membangun kepribadian anak, menumbuhkan motivasi dan harapan terhadap
masa depan, serta mempersiapkan reintegrasi sosial yang lebih baik setelah masa
pembinaan selesai. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan formal di
LPKA Kelas II Bandung tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan moral,
tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membentuk identitas sosial dan
karakter anak binaan secara berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa
pendidikan merupakan inti dari proses rehabilitasi dan pembinaan dalam sistem
peradilan anak.

Rekomendasi Program Pendidikan Formal Anak Binaan

Berdasarkan evaluasi program pendidikan formal anak binaan di LPKA
Kelas II Bandung, ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas
pembelajaran dan pencapaian tujuan pembinaan, sehingga diperlukan sejumlah
rekomendasi strategis untuk perbaikan program. Pertama, pemenuhan
persyaratan peserta didik perlu diperkuat melalui pendekatan afirmatif, termasuk
fasilitasi dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah
sebelumnya, dan NISN melalui kerja sama dengan Disdukcapil, Dinas Pendidikan,
atau jalur registrasi internal LPKA. Langkah ini memastikan hak pendidikan anak
tetap terpenuhi meskipun berasal dari latar belakang sosial ekonomi rentan atau
keluarga disfungsional.

Kedua, penyediaan kotak alat tulis bersama di ruang kelas dapat mengatasi
keterbatasan dan kehilangan alat tulis, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab
kolektif, dengan pengelolaan oleh guru atau petugas kelas serta dukungan pihak
sekolah mitra, dinas pendidikan, atau lembaga sosial.
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Ketiga, pembelajaran diferensiatif direkomendasikan untuk mengatasi
tantangan kelas campuran jenjang X, XI, dan XII, dengan modul dan media ajar
yang disesuaikan, rotasi pendampingan, serta penggunaan ruang belajar
tambahan jika memungkinkan, sehingga peserta didik memperoleh materi sesuai
tingkat dan minat belajar mereka.

Keempat, penerapan e-learning berbasis blended learning diharapkan
dapat mengatasi keterbatasan frekuensi tatap muka dan mendukung akses materi
ajar digital, kuis interaktif, serta modul pembelajaran mandiri yang diawasi guru
atau petugas pendamping, selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka dan
praktik pendidikan inklusif global.

Kelima, penguatan supervisi manajerial melalui Tim Pemantau Pendidikan
Internal (TPPI) penting dilakukan untuk memastikan mutu pembelajaran, evaluasi
rutin, dan umpan balik terhadap kendala di lapangan, menggunakan instrumen
observasi, logbook, serta teknologi sederhana untuk monitoring, sehingga proses
pendidikan lebih transparan, adaptif, dan akuntabel.

Terakhir, peningkatan kualitas kepribadian anak binaan perlu dilakukan
melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan karakter,
konseling individual maupun kelompok, pelatihan keterampilan, aktivitas minat
bakat, dan perbaikan hubungan dengan keluarga melalui program family
counseling, komunikasi terstruktur, serta pengawasan interaksi, sehingga anak
binaan memperoleh pengembangan moral, sosial, dan emosional yang
menyeluruh, membangun rasa percaya diri, empati, disiplin, dan tanggung jawab,
serta mempersiapkan reintegrasi sosial yang lebih baik pasca masa pembinaan.
Pendekatan komprehensif ini menegaskan bahwa pendidikan formal di LPKA
bukan hanya sarana akademik, tetapi juga instrumen transformatif untuk
membentuk karakter dan kualitas kepribadian anak binaan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung
terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kepribadian anak
binaan melalui penguatan aspek moral, kedisiplinan, integrasi sosial, dan harapan
masa depan. Meskipun memiliki dasar hukum dan dukungan kelembagaan yang
kuat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas,
tenaga pendidik, administrasi, serta keterbatasan waktu pembelajaran yang
memengaruhi efektivitas program. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya
penguatan supervisi manajerial, penerapan pembelajaran diferensiatif, dan
integrasi teknologi digital agar pendidikan formal di LPKA lebih adaptif terhadap
kebutuhan anak binaan. Dengan demikian, pendidikan formal di LPKA tidak
hanya menjadi sarana pemenuhan hak dasar, tetapi juga instrumen strategis dalam
membangun kualitas kepribadian yang utuh dan mempersiapkan reintegrasi sosial
yang lebih efektif.
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